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IMPLEMENTASI STANDAR QOPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TIDUNG.

ABSTRAK

Implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan upaya memberikan kepastian
hukum ( Rull Of Law ) bagi pemohon untuk mengurus perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya
memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai dasar untuk mengajukan
permohonan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada Pemohon yang
mengajukan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMTKTPTSP Kab.Tana Tidung apakah Pemohon
merasa puas atau tidak puas.
Jenis penelitian yang digunakan pada proposal ini adalah deskriptif kualitatif dengan rancangan
penelitian menggunakan kuisioner sekaligus wawancara dengan Pemohon Perizinan dan Non Perizinan
dan hastlnya diuraikan dengan narasi sesuai tanggapan dari Pemohon.
Kesimpulan dari hasil analisa penelitian bahwa standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan
tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan yang diberikan.
Upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan
menyesuaikan SOP yang sudah dimiliki.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan SOP, Perizinan dan Non Perizinan,

Pemohon.
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STANDARD IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) OF
SERVICES IN INVESTMENT, LABOR, TRANSMIGRATION AND INTEGRATED
SERVICES OF ONE DOOR TANA TIDUNG DISTRICT.

ABSTRACT

The implementation of the Standard Operating Procedure (SOP) policy is an effort to provide
legal certainty (Rull of Law) for applicants to take care of licensing and non-licensing and as
an effort to improve services provided to the community as a basis for applying for licensing
and non-licensing applications at the Investment Office Work, Transmigration and One Stop
Integrated Services in Tana Tidung Regency.

This study is intended to measure the quality of services provided to applicants who submit
Licensing and Non-Licensing at Tana Tidung District DPMTKTPTSP whether the Applicant
feels satisfied or dissatisfied.

The type of research used in this proposal is descriptive qualitative with research design using
questionnaires as well as interviews with Applicants for Licensing and Non-Licensing and the
results are described with narration according to the response from the Applicant.

Conclusions from the results of the analysis of research that the operational standards of
established procedures cannot be implemented properly which results in poor quality of
services provided.

Efforts to improve and improve the quality of Licensing and Non-Licensing services by
adjusting the SOP that has been owned.

Keywords: Implementation of SOP Policy, Licensing and Non-Licensing, Applicant.
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TAPM yang berjudul implementasi standar operasional prosedur (sop) pelayanan di dinas
penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten
tana tidung adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
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menerima sanksi akademik.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirohmannirrahim....
Assalamualaikum Wr. Wh.
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dengan judul “ IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN DI DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA XERJA, TRANSMIGRASI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TIDUNG” dapat
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Prasarana serta faktor penunjang lainnya. Hal im terlihat dari keserinsan pemerintah melalui
regulasi — regulasi yang telah dikeluarkan sebagai landasan hukum baik bagi masyarakat
maupun pemerintah sendiri. Selain itu tuntutan teknologi informast juga terus dikembangkan
seiring perkembangan zaman sebagai upaya mempermudah jangkauan pelayanan diberbagai
sektor untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian
diharapkan dengan ditetapkannya regulasi tentang standar operasional prosedur pelayanan ini
mampu meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kera,
Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.
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Universitas Terbuka;

3. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si sebagai Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh
Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Tarakan;

4. Bapak Jusriansyah, SE., M.Ap sebagai pengurus Unit Program Belajar Jarak Jauh
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance), kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat di
semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan.
Terselenggaranya pelayanan publik yang prima dapat memenuhi kebntuhan
masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah,
dukungan partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang beretika, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, membuka
lapangan kerja, memperkuat kemandirian dan daya saing regional maupun
nasional.

Berkaitan dengan tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal,
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Tana Tidung melalui Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat
ini memfokuskan peningkatan kinerjanya secara optimal dalam bentuk
peningkatan kualitas pelayanan publik (Public service). Melalui Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masyarakat diharapkan dapat memperoleh
pelayanan yang lebih baik karena konsepnya semua proses pelayanan
dilaksanakan dalam satu tempat. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah Kabupaten Tana Tidung disusun berdasarkan proses, yaitu untuk
dapat melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan perizinan dan
non perizinan terpadu. Dengandemikian Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dapat dikatakan vujung tombak dalam rangka peningkatan kinerja operasional
pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMTKTPTSP) dibentuk oleh Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Dan dalam

menyelenggarakan pelayanannya, DPMTKTPTSP mengacu pada Peraturan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43768.pdf
55

Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daecrah Kabupaten Tana
Tidung.

» Dasar pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan
pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PTSP
yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (
Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden = Republik Indonesia Nomor97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kega Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu di Daerah;

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara lzin
Prinsip Penanaman Modal,

7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2015

tentang Retribusi Perizinan Terientu;
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana
Tidung.

10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Pemberian izin Tertentu dan Perizinan
Lainnya Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Tana Tidung.

11. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 137/301/K-XI/Tahun 2017
tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Serta Sebagian Penandatanganan dari Bupati kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal, Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung juga dapat melaksanakan fungsi
monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan, yaitu dengan
diselenggarakannya Tugas Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Kegiatan
Teknis terkait Pelayanan Penizinan dan Non Perizinan yang merupakan
sebagai upaya untuk mewujudkan tertibnya administrasi pelayanan perizinan
dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, ransparan guna memberikan
kepastian hukum, serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk
mendapatkan  pelayanan di bidang perizinan. Sedangkan tujuan
penyelenggaraan Pelayanan Penzinan Terpadu adalah terwujudnya pelayanan
perizinan yang cepat, efektif, transparan dan memberikan kepastian hukum.

» Jenis Pelayanan

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu telah menyelenggarakan 33 jenis pelayanan perizinan dan
non perizinan yang terdiri dari 26 jenis perizinandan 7 jenis non perizinan
pada 12 sektor dalam lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
sektor layanan telah bergabung antara lain:
1. Penanaman Modal;

2. Kelautan dan Penkanan;
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Ketenagakerjaan;

Pekerjaan umum dan Tata ruang;
Kesehatan;

Lingkungan hidup dan Perhubungan;

Perindustrian dan Perdagangan; dan

o NS kW

Kebudayaan dan Pariwisata;
» Pendelegasian Kewenangan

Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima pendelegasian penandatangan
perizinan dan non perizinan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung
Nomor 137 / 301/ K-XI / Tahun 2017, tanggal 03 November 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Penzinan Serta
Sebagian Penandatanganan dan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tana Tidung. Dengan di tetapkannya Surat Keputusan Bupati
Tana Tidung Nomor 137/301/K-XI/Tahun 2017, maka Surat Keputusan
Bupati Tana Tidung Nomor 503/326/K-XII/Tahun 2012 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

» Jenis layanan yang baru didelegasikan dalam Surat Keputusan Bupati
Tana Tidung Nomor 137 / 301/ K-X1/ Tahun 2017, tanggal 03 November
2017, antara lain:

A. Sektor Pekerjaan umum dan Tata ruang

1. Izin Lokasi

B. Sektor Kesehatan

Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit;

Surat Izin Operasional Rumah Sakit;

Surat Izin Operasional Puskesmas;

Surat Izin Mendinkan Klinik;

Surat 1zin Operasional Klinik;

Surat [zin Klinik Bersalin;

Surat Izin Toko Obat;

I RN R

Surat 1zin Apotik;
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10. Surat Izin Optikal;
11, Surat Izin Laboratorium Klinik;
12. Surat [zin Panti Sehat/Pengobatan Tradisional;
C. Sektor Penanaman Modal:
13. Izin Prinsip Penanaman Modal;
14. Izin Prinsip Perluasan;
15. lzin Prinsip Perubahan;
16. Izin Prinsip Operasional;
D. Sektor Perikanan:
17. Surat Izin Penangkapan [kan (SIPI)
18. Izin Usaha Perikanan (IUP)
19. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
20. Izin Usaha Sarang Burung Walet;
E. Sektor Lingkungan Hidup dan Perhubungan:
21, 1zin Trayek;
F. Sektor Pariwisata:
22. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
23. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
24. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan
Rekreasi;
25. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konfrensi dan Pameran (MICE)
G. Sektor Perdagangan dan Industri:
26. lzin Usaha Industri (IUI);
27. fanda Dafiar Industri (TDI);
28. Tanda Daftar Gudang (TDG);

Pendelegasian tersebut menggantikan Surat Keputusan Bupati Tana
Tidung Nomor 503/326/K-XII/Tahun 2012 dengan menambahkan 28 (Dua
Puluh Delapan) jenis perizinan dan non perizinan sehingga jumlah perizinan
yang dikelola oleh DPMTKTPTSP Kabupaten Tana Tidung melalui Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi 33 jenis perizinan dan non perizinan

dari 07 sektor/OPD.
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» Realisasi Izin dan Non Izin

Adapun realisasi izin dan non izin pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yaitu
Pelayanan Perizinan dan Non Penizinan dari tanggal 2 Januari s/d 30
Desember 2017 antara lain:

A. Perizinan

1. Penanaman Modal : 1 izin
2. Perdagangan dan Industri : 36 izin
3. Kelautan dan Perikanan : - 1zin
4. Ketenagakerjaan : 156 izin
5. Kesehatan : 1 izin
6. Lingkungan Hidup dan Perhubungan : 41 izin
7. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang : 30 izin

Jumlah Jzin : 265 izin

B. Non Perizinan

8. Ketenagakerjaan :297 nonizn
9. Kesehatan T non izin
10. Perindustrian dan Perdagangan - :23 nonizin
11. Kebudayaan dan Pariwisata - non izin
Jumlah Non Izin :330 anon izin
Jumlah Izin + Non Izin : 395 dokumen

*} Data berdasarkan realiasasi Laporan Izin dan Non [zin Terbit per
tanggal 30 Desember 2017.
Jumlah izin dan Non lzin yang diterbitkan pada DPMTKTPTSP dari
tangpal 2 Januari s/d 30 Desember 2017 adalah 595 izin dan non izin dari 07
sektor/OPD.

e Pelaksanaan Pelayanan
a. Petugas Pelayanan PTSP
Dalam melaksanakan operasional layanan penzinan dan non
perizinan, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki sumberdaya
manusia yang profesional dan berkompeten di bidangnya, dan dibedakan

berdasarkan fungsi kerjanya antara lain;
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1.  Administrator yang dijabat oleh Plt. Kepala DPMTKTPTSP;

2. Verifikator yang dijabat oleh Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu
Pinty;

3. Korektor yang dijabat oleh Kasi Perizinan Usaha dan Non Perizinan

Usaha;

Penomoran yang dijabat oleh Kasubag Tata Usaha;

Validator yang dijabat oleh Tim Teknis yang berasal dari OPD;

Desk Pelayanan dari staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Entry Data dan staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Operator/Call Centre darn Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bl R A

Cleaning Services dan Tenaga Out soursing/Honorer;
b. Tim Teknis
Tim Teknis pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dani 19
Orang yang berasal dari 07 sektor/OPD terkait. Tim Teknis ditempatkan
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 503/070/K-1I/
Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Dalam
melaksanakan fungsi kerja selaku validator, Tim Teknis mendapat
insentif berupa Honorarium Khusus Pelaksana PTSP yang dianggarkan
- oleh DPMTKTPTSP Kabupaten Tana Tidung pada kegiatan Penunjang
Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2017.
c. Komposisi Sumber Daya Manusia
0 Komposisi SDM berdasarkan fungsi kerja

Venfikator/Ka. PTSP = 1 Orang
Korektor/Kasi = 2 Orang
Validator/Tim Teknis = 19 Orang
Staf Back Office = 3 Orang
Staf Front Office = 2 Orang
Caraka = 2 Orang
Cleaning Services = 1 Orang
Jumlah = 30 Orang

0 Komposisi SDM berdasarkan status kepegawaian

Aparatur Sipil Negara = 20 Orang
Tenaga Administrasi = 7 Orang
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Jasa Tenaga Kerja = 3 Orang
Jumlah = 30 Orang
00 Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan
S1 = 25 Orang
D3 = 4 Orang
SMU = S Orang
Jumlah = 34 Orang
[0 Komposisi SDM berdasarkan yang telah mengikuti diklat
Diklat Penanaman Modal = 2 Orang
Diktlat PTS = - Orang
Diklat Lainnya == 30 Orang
Jumlah = 32 Orang

d. Sarana dan Prasarana

Secara umum DPMTKTPTSP Bidang PTSP telah menyediakan

sarana dan prasarana yang sesuai Standar Pelayanan Publik, antara

lain:

e Sarana:
Meja, kursi kerja, kursi antrian, alat tulis kantor (ATK), checklist,
almari, brankas, komputer, Printer, Scanner, Kamera, Proyektor,
Lemari Arstp, Website, jaringan internet (LAN), Wifi, alat
penyimpanan data (database), alat kontrol, sarana kebersihan dan
keindahan Kantor.

s Prasarana:

Instalasi listrik, air, ruang kera, ruang rapalpertemuan, ruang
pelayanan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang entry data,
gudang arsip, ruang tunggu tamu, halaman parkir.
e. Teknologt Informasi
1. Website

Tahun 2018, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTKTPTSP Kab.

Tana Tidung mengembangkan Sistem Informasi Manajemen melalui

Website yang telah dibuat pada tahun 2017. Rencana Tahun 2019, sistem

tersebut dikembangkan kedalam penerimaan berkas secara Online
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yang bertuyjuan untuk memudahkan pengguna/masyarakat dalam

mengakses informasi layanan perizinan dan non perizinan, serta

mengajukan Permohonan pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

khususnya dan pada DPMTKTPTSP pada umumnya dengan

menggunakan media Online berbasis sistem operasi Website.

Untuk dapat menggunakan layanan Website, masyarakat terlebih dahulu.

Serching masuk alamat website, pengguna sudah bisa mendapatkan

informasi Jenis — Jenis Pelayanan serta persyaratan layanan izin yang

dimohonkan.

2. Sistem Informasi dari Kementerian/l.embaga

Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya bidang Pelayanan Terpadu Satu

Pintu rencana akan melaksanakan Perizinan secara Elektronik antara

lain:

a. SPIPISE (Sistem Pelayanan Perizinan dan Investasi Secara
Elektronik) di Bidang Penanaman Modal;

b. SIPO Online untuk mengelola Perizinan SIUP dan TDP di
Sektor Perindustrian dan Perdagangan;

¢. SIMKADA untuk mengelola perizinan perikanan SIUP, SIPI dan
SIKPI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;

d. OSS ( Online Single Submission) atau pelayanan izin berbasis online
secara terintegrasi.

e. Si-Cantik ( Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Publik ) yaitu sistem
informasi aplikasi berbasis online untuk menerbitkan izin dan non izin
secara online.

f. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP})

Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan, DPMTKTPTSP telah menyusun Revisi Standar Pelayanan yang
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun
2013 tentang Standar Pemberian Pelayanan Perizinan Tertentu dan
Perizinan Lainnya Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kab.Tana Tidung. Standar Pelayanan tersebut mengacu
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pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan
Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 137/300/K-XI/Tahun 2017
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kena, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab.Tana Tidung

g. Layanan Pengaduan
Untuk melayani pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non
perizinan, telah dibuat kotak pengaduan masyarakat dan bisa juga
dilakukan dengan mengunjungi langsung kantor DPMTKTPTSP Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau mengisi formulir survey customer yang
telah disediakan. selain itu pemohon bisa Download form pengaduan
online yang tersedia pada website dan mengirimkan melalui Email.

ptsptanatidung(@email .com

h. Survey Kepusan Masyarakat
Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), DPMTKTPTSP
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tana Tidung melakukan 2
(dua) survey yakni:
0 Survey Internal
Survey internal dilaksanakan oleh DPMTKTPTSP Bidang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu terhadap 150 responden/customer walk-in yang
mengacu ke Peraturan Menpan Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman
Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik dengan Nilai SKM Tahun 2017 = 78,36 (Kategori Baik).
[1 Survey Eksternal
Survey Eksternal dilakukan oleh Ombudsman berdasarkan hasil
penelitian kepatuhan pemerintah daerah (program intervensi) Tahun

2017 sampai dengan saat ini score = Belum diberikan.

> MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN
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Pada tahun 2017, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui
Seksi Perizinan Usaha telah melakukan tugas monitoring dan evaluasi
terkait pelayanan perizinan dan non perizinan kebeberapa Kecamatan di
Kabupaten Tana Tidung. Monitoring dan Evaluasi dilakukan berdasarkan
berita acara pemeriksaan berkas dari Tim Teknis, apabila dalam bernta
acara pemeriksaan tersebut, diperlukan kajian teknis kunjungan ke
lapangan, maka dilaksanakan monitroing ke lapangan terkait penerbitan
izin. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, kami bersama-sama
Tim Teknis dan unsur OPD Teknis yang tergabung dalam Tim Teknis
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Tana
Tidung sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 503/070/K-II/ Tahun 2017
tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

o  Adapun Tugas dan Fungsi dari Tim Teknis sebagai berikut:

a. Melaksanakan secara aktif peninjauan serta pemeriksaan teknis
dilapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat
analisis’kajian sesuai bidangnya, jika diperiukan;

b. Memberikan rekomendasi kepada kepala Dinas Penanaman Modal,
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. Mengadakan Monitoring dan evaluasi tentang perizinan dan non
penzinan yang diberikan;

Monitoring dan Evaluasi kami laksanakan dalam rangka peninjauan
ke lapangan terkait perizinan dan non perizinan yang masih dalam tahap
proses, sebelum izin tersebut terbit. Monitoring dan evaluasi
dilaksanakan pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung,
khusus untuk beberapa sektor sebagai berikut:

1. Sektor Penanaman Modal

2. Sektor Perdagangan

3. Sektor Lingkungan Hidup dan Perhubungan

4. Sektor Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
» Dengan uraian

1, Sektor Penanaman Modal
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Peninjauaan lapangan untuk sektor penanaman modal baik yang baru
maupun yang sudah berjalan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis antara
lain sebagai berikut:

a. Izin Prinsip PMDN

O PT. Lembah Permata Indah Kaltara dengan rencana investasi 10
Milyar di Kecamatan Sesayap, Bidang Usaha Perumahan/Properti

b. 1zin Prinsip Perubahan PMDN

[1 Tidak ada data

» Kegiatan yang dilaksanakan adaalah sebagai berikut :

a. Kunjungan Lapangan ke Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Timur
Kunjungan dilaksanakan pada bulan Maret 2017, dengan tujuan
peninjauan lapangan untuk validasi data lokasi proyek sehubungan
dengan penerbitan Surat 1zin Perusahaan Prinsip Penanaman Modal
terhadap 1 (dua) perusahaan yaitu PT. Lembah Permata Indah Kaltara.
Dart hasil peninjauan tim kami ke lapangan, dapat diperoleh bahwa:

o Lokasi Proyek yang digunakan PT. Lembah Permata Indah Kaltara
berada di Kawasan Pemukiman dan Kawasan Budidaya Non
Kehutanan. Perusahaan tersebut akan melakukan pembangunan
perumahan  disekitar wilayah kerjanya berdasarkan Surat
Kepemilikan Tanah dan nantinya perumahan tersebut akan dijual
pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui kredit
Perumahan |

b. Kunjungan Lapangan ke Kecamatan Tana Lia

Kunjungan dilaksanakan pada bulan November 2017, dengan
tujuan melakukan peninjauan lapangan sekaligus berkoordinasi dengan
Dinas Pertanian,Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab.Tana Tidung
terkait kegiatan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan
Tana Lia, Desa Tana Merah dan Sambungan. Tim Teknis
Perizinan dan Penanaman Modal serta Dinas
Pertanian,Perikanan dan Ketahanan Pangan K ab. Tana Tidung telah
melakukan peninjaun lapangan dan bertemu langsung dengan

perwakilan pengusaha perkebunan. Setelah melakukan peninjauan
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lapangan serta mendengar penyampaian dari Dinas Pertanian,Perikanan
dan Ketahanan Pangan Kab. Tana Tidung dapat diperoleh bahwa
kesesuaian wilayah perkebunan dengan RTRW Kabupaten/Kota sangat
erat kaitannya sehingga setiap permohonan perizinan perkebunan yang
diajukan pada Kabupaten, mesti mencantumkan rekomendasi dari
Kecamatan dan Bappeda serta Dinas PUPRKP terkait kesesuaian
RTRW vang ada di daerah, schingga tidak terjadi penyimpangan
wilayah perkebunan dengan pola ruang yang ada di daerah.
¢. Kunjungan Lapangan ke Kecamatan Sesayap Hilir
Kunjungan dilaksanakan pada bulan November 2017, dengan
tujuan Melakukan peninjauan lapangan terkait Penerbitan [zin Usaha
Perkebunan Komoditas Sawit di Kecamatan Sesayap Hilir. Dari hasil
peninjauan tim kami ke lapangan dan kami telah berkoordinast dengan
Dinas Pertanian,Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab.Tana Tidung
dan Pihak - Pihak terkait, dapat diperoleh bahwa untuk penerbitan Izin
Usaha Perkebunan khususnya komoditas Sawit, diharapkan dalam
proses penerbitan izin, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tetap
berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan terkait kegiatan
Perkebunan yang ada di Kecamatan.
2. Sektor Perdagangan

Untuk sektor Perdagangan, kegiatan Monitoring dan Evaluasi
dilaksanakan pada Kecamatan Sesayap. Kunjungan dilaksanakan dengan
tujuan Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Sub Agen PT. Aryan
Berkah Mandiri terkait penerbitan Izin Usaha Perdangan Bahan Bakar
Minyak di APMS.

3. Sektor Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Untuk sektor Lingkungan Hidup dan Perhubungan, kegiatan
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada Kecamatan Sesayap Hilir.
Kunjungan dilaksanakan dengan tujuan melakukan kunjungan lapangan
kelokasi PT.Teknik Utama Mandin terkait penerbitan [zin Mendirikan
Pabrik dan [zin Gangguan Pabrik serta Izin Lingkungan Pabrik.
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Dinas penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi dan pelayanan
terpadu satu pintu dart uraian diatas dengan kategori tipe A, yang terdiri dari
Kepala dinas, Sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 4 (empat) bidang,

dengan rincian sebagai berikut :

I. Bidang penanaman modal, dengan 2 (dua) seksi, yaitu seksi data,
informasi dan pengendalian penanaman modal dan seksi perencanaan

pengembangan dan promosi penanaman modal;

2. Bidang tenaga kerja, dengan 2 (dua) seksi, yaitu seksi penempatan dan
pelatihan ketenagakerjaan, dan seksi pembinaan hubungan industrial dan

jamsosnaker;

3. Bidang transmigrasi, dengan 2 (dua) seksi, yaitu seksi pembinaan,
pemberdayaan dan pelayanan masyarakat; dan seksi pemukiman,

perpindahan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

4. Bidang pelayanan terpadu satu pintu juga dengan 2 (dua) scksi, yaitu
seksi pelayanan perizinan usaha; dan seksi pelayanan non perizinan

usaha.

1. Ruang Lingkup Kewenangan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ruang lingkup kewenangan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah mulai dan
penerimaan berkas permohonan sampai dengan diterbitkannya izin dan non
izin berada dalam satu tempat (One Stop Service) yang tentunya diatur dalam
Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pemberian izin dan non izin.
Selain diatas ada beberapa kewenangan dan Dinas Penanaman Modal,
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Yaitu :

1. Menerima Berkas permohonan;
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2. Menolak berkas permohonan yang diajukan; dan

3. Mencabut izin dan non izin atas rekomendasi teknis karena sesuvatu hal.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

» Tugas pokok Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung adalah :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman

modal, tenaga kerja, transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

» Fungsi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung adalah :

a)

b)

g)

h)

Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, tenaga
kerja, transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan

rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan
pengendalian kebijakan teknis bidang penanaman modal, tenaga
kerja, transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas penanaman modal;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas tenaga kerja;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas transmigrasi;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu;
Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

3. Produk Layanan yang diberikan
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Berdasarakan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor :

137/301/K-X1/2017 tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan

dan non perizinan serta sebagian penandatanganan dari bupati kepada

kepala dinas penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi dan pelayanan

terpadu satu pintu Kab.Tana Tidung, produk layanan yang ada sebanyak 33

(tiga puluh tiga) jenis izin dan non izin, sebagai berikut :

1.

10.

11.

I12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit;

Surat Izin Kapal Pengangkut Tkan ( SIKPI );
Surat Izin Penangkapan lkan ( SIPT );

Surat Izin Operasional Rumah Sakit;

Surat Izin Operasional Puskesmas;

Surat Izin Mendirikan Klinik;

Surat [zin Operasional Klinik;

Surat Izin Klinik Bersalin;

Surat Izin Toko Obat;

Surat Izin Apotik;

Surat Izin Optikal;

Surat Izin Laboratorium Klinik;

Surat Izin Panti Sehat / Pengobatan Tradisional;
Surat Jjin Tempat Usaha / Ijin Gangguan (HO);
Surat [jin Usaha Perdagangan ( SIUP );

Surat fjin Usaha Jasa Konstruksi { SIUJK );
Izin Prinsip Penanaman Modai;

1zin Perluasan;
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23.

24.

25.

26.

217.

28.

29,

30.

31.

32.

33.
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Izin Prinsip Perubahan;

Izin Operasi;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

1zin Usaha Perikanan ( TUP );

Izin Lokasi

I1zin Usaha Industn (1UT)

Izin Trayek (ITR)

Izin Usaha Sarang Burung Walet;

Tanda Daftar Perusahaan { TDP );

Tanda Daftar Industri (TDI)

Tanda Daftar Gudang ( TDG );

Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan
Rekreasi;

Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konfrensi & Pameran (MICE)

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Responden yang disurvey adalah pemohon penerima layanan perizinan

dan non perizinan yang sebagian besar berumur antara 17 — 50 tahun, rata —
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rata berpendidikan sarjana Strata 1 (S1), Diploma 3 (D3), pendidikan SMA
dan sebagian lagi Ibu Rumah Tangga serta Pengusaha. Untuk wilayah
responden yang mengurus izin dan non izin terbanyak dari wilayah
Kabupaten Tana Tidung namun ada sebagian dari luar wilayah Kabupaten
Tana Tidung, dengan metode pengambilan sampel tabel Krejcie and
Morgan dengan populasi tiga puluh (30) dengan sampel dua puluh delapan
(28) pengguna jasa layanan untuk kuisioner, selanjutnya metode yang
dilakukan dengan purposive sampling yaitu menetapkan informan kunci
untuk diwawancara terkait pelayanan yang sudah didapat maupun
pelayanan yang sudah diberikan, kemudian diobservasi dilapangan seria
dilakukan dokumentasi.

Tabel B.1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat pengguna jasa
layanan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang disajikan berdasarkan usia, kelamin,
tingkat pendidikan dan pekerjaan :

a. Usia responden pengguna jasa layanan

Usia responden penelitian ini dikelompokkan menjadi 4 ( empat)

kelompok, jumlah dan presentase dari masing — masing kelompok adalah

sebagai berikut :
No. Usia Responden Jumlah Persentase (%)
1. 17 — 30 tahun 10 35.8%
2 31 - 40 tahun 11 39,2 %
3. 41 — 51 tahun 4 14,2 %
4 Diatas Usia 51 tahun 3 10,8 %
Total 28 100 %

Sumber : Data primer yang diolah (Lampiran 2)

Tabel B.1.a tersebut dapat diketahui dari 28 responden kebanyakan
responden penelitian ini berusia antara 31 — 40 tahun yaitu sebanyak 11
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orang, usia 17 — 30 tahun sebanyak 10 orang, usia 41 — 51 tahun sebanyak
4 orang dan usia 51 tahun keatas sebanyak 3 orang dengan total keseluruhan

responden sebanyak 28 orang.
b. Tingkat pendidikan pengguna jasa layanan.

Tingkat pendidikan penelitian im dikelompokkan menjadi 6 (enam)
tingkat pendidikan. Jumlah dan persentase dari masing — masing tingkat
pendidikan adalah sebagai berikut :

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1. | Tidak sekolah - -

2. | SD/Sederajat - -

3. | SMP/Sederajat - -

4. | SMU/Sederajat 14 50 %

5. | Diploma 5 179%

6. | Sarjana (SI - S2) 9 32,1 %

Total 28 100 %

Sumber: Data primer diolah (Lampiran 2)

Tabel B.1.b tersebut diketahui bahwa kebanyakan responden
memiliki tingkat pendidikan SMU yaitu sebanyak 14 orang, pendidikan
Sarjana sebanyak 6 orang dan Diploma (D1, D2 dan D3) sebanyak 8 orang

¢. Jenis kelamin pengguna jasa layanan.

Jenis kelamin responden penglitian ini dikelompokkan menjadi 2
(dua), yaitu Laki — laki dan Perempuan. Jumlah dan persentase dari masing
— masing kelompok adalah sebagai benikut :

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
1. | Laki - laki 23 82,1 %
2. | Perempuan 5 179 %
Total 28 100 %

Sumber : Data primer diolah (Lampiran 2)
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Tabel B.1.c tersebut dapat diketahui bahwa dari 28 responden yang
berjenis kelamin laki — laki mendominasi dalam hal pengguna layanan yaitu

sebanyak 23 orang dan perempuan sebanyak 5 orang.
d. Pekerjaan pengguna layanan jasa

Pekerjaan responden penelitian ini dikelompokkan menjadi menjadi
5 (lima). Jumlah dan persentase dari masing — masing kategon pekerjaan
responden adalah sebagai berikut :

No. Pekerjaan Jumlah Persentase (%)
1. | Ibu Rumah Tangga 3 10,8 %
2. | Buruh Tani 1 3,5%
3. | Nelayan - -
4. | Wiraswasta 7 25 %
5. | Pegawai Negeri Sipil 17 60,7 %
Total 28 100 %

Sumber : Data primer diolah (Lampiran 2)

Tabel B.1.d tersebut dapat diketahui bahwa dari 28 responden
kebanyakan memitiki profesi sebagai pegawai negen sipil yaitu sebanyak
17 orang, wiraswasta sebanyak 7 orang, ibu rumah tangga 3 orang dan buruh
tani 1 orang.

Berdasarkan data diatas, renponden memberikan tanggapan
terhadap kepuasan masyarakat tentang pelayanan izin dan non izin yang

diberikan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No. Pertanyaan Kei. | Jumlah %

1. | Merasa mudah dan puas dengan | STP - -
persyaratan yang dibenkan; TP - -
dalam pengurusan izin dan non P 24 85,8%
izin SPp 4 14,2%
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2. | Merasa senang dan puas dengan | STP - -

fasilitas sarana dan prasarana { TP 3 10,8%
yang diberikan. P 25 89,2%
SP - -

3. | Merasa puaskah dengan sikap | STP - -
yang  diberikan  penerima| TP - -

permohonan (Front Office) P 20 71,4%

SP 8 28,6%

4. | Merasa senang dan puas atas | STP 4 14,2%
biaya atau retribusi yang| TP 21 75%

diberikan. P 3 10,8%
SP - -

5. | Puaskah atas waktu penyelesaian | STP 4 14,2%
izin dan non izin yang diberikan. | TP 14 50%

P 10 35,8%
SP - -
Tabel B.1.e : Kualitas pelayanan izin dan non izin

2. Dominan Pengurusan Izin dan Non Izin Responden

Dominan responden yang mengurus izin dan non izin pada Dinas
Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha
(ITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Jasa
Konstruksi (S8IUJK) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) baik badan
maupun perseorangan karena sebagian besar masyarakat yang ingin
mengurus izin adalah terkait dengan usaha yang akan dijalankan baik usaha
mikro, kecil, menengah dan besar, namun ada juga masyarakat ataupun
responden yang mengurus izin karena kesadaran bahwa dalam melakukan
kegiatan seyogyanya harus memiliki izin dari pemerintah daerah agar
kegiatannya menjadi legal. Namun demikian ada juga pemohon yang
mengurus izin dan non izin selain IMB dan ITU seperti Izin Prinsip, Izin

Lokasi, dll.
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Selain yang diuraikan diatas peneliti juga agak merasa kesulitan dalam
hal mencari data atau informasi terkait pelayanan yang diberikan
dikarenakan adanya sebagian pemohon yang enggan datang sendiri untuk
mengurus izin ataupun non izin tapi minta diwakilkan kepada orang lain
yang tentunya dilampirkan surat kuasa, sehingga mereka yang diwakilkan
kurang faham terhadap birokrasi pelayanan baik dari segi prosedur
persyaratan, waktu, biaya hingga bagaimana pelayanan yang diberikan.

3. Kualitas Pelayanan Izin dan Non Izin

Kualitas pelayanan yang dibenkan berdasarkan penilaian responden
pencrima layanan dari Dinas Pepanaman Modal, Tenaga Kera,
Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagian besar atau secara
umum pemohon menyatakan kualitas pelayanan dalam kategori cukup
memuaskan atau dapat diimplementasikan dimana masih terdapat
kekurangan — kekurangan dalam pemberian layanan baik dalam kategoni
waktu penyelesaian yang lama, sarana dan prasarana tidak memadai, tidak
tersedia nomor antrian, tidak ada bukti resi penerimaan berkas pemohon dan
tidak tersedianya secara khusus layanan pengaduan bagi pemohon ditambah
lagi tidak ada pejabat definitif yang diangkat semenjak terbitnya aturan
Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga izin dan non izin masih
ditanda tangani oleh bupati sehingga memperlama proses waktu penerbitan

izin dan non izin.

a. Pengaruh Bukti Fisik/Berwujud (7angible) terhadap kualitas pelayanan
kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara terhadap Achmaddin,S.Sos
bahwa fisik fasilitas layanan sangat berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan kemasyarakat pengguna jasa
layanan yang mengurus izin dan non jzin pada Dinas Penanaman Modal,
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tana Tidung, maka semakin baik kondisi fasilitas fisik atau berwujud

pelayanan yang ada maka kualitas pelayanan pada masyarakat akan semakin
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meningkat, sebaliknya apabila kondisi fasilitas fisik layanan buruk maka
akan memberikan pengaruh ketidak nyamanan pengguna layanan, dan
kondisi fasilitas fisik pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tana Tidung kurang

memenuhi standar pelayanan publik dan perlu untuk ditingkatkan.

Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif wawancara dan observasi,
_ loket pelayanan penerimaan berkas permohonan cukup memadai artinya
bahwa kelengkapan loket pelayanan masih ada yang perlu ditingkatkan
misal pemberian nomor antrian untuk mengendalikan proses pengajuan
permohonan kepada masyarakat pengguna jasa layanan, kemudian tidak
tersedianya ruang tunggu yang memadai atau kurang nyaman, tidak tersedia
ruang khusus pengaduan bagi masyarakat, tidak tersedianya ruang laktasi
dan juga tidak tersedianya loket layanan bagi penyandang disabilitas
(difabel).

Hasil penelitian juga sejalan dengan pendapat Ratminto dan Winarsih
(2007:22), dalam prinsip — prinsip pelayanan publik bahwa aspek fisik
meliputi kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika (telematika). Sarana fisik merupakan
pendukung dari produk jasa yang diberikan semakin baik fasilitas fisik
kantor maka semakin puas masyarakat yang dilayani. Hasil penelitian ini
juga sesuai dengan pendapat zeithaml, parasuraman & berry (dalam
hardiansyah 2011:46) yang menyatakan fangibles merupakan suatu hal
secara nyata turut mempengaruhi kualitas pelayanan kepada konsumen.

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung mempunyai fasilitas dan
kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dengan adanya
fasilitas dimaksud maka konsumen merasa terpenuhi segala yang
dibutuhkannya agar menjadi puas dan berpengaruh terhadap pelayanan yang
diharapkan yaitu memberikan pelayanan yang baik.
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b. Pengaruh kehandalan dan kemampuan petugas (Realibility) terhadap
kualitas pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi dilapangan
terhadap saudara Angga (masyarakat pengguna jasa layanan izin), bahwa
kehandalan, kecakapan serta kecermatan petugas dalam memberikan
pelayanan dan menerima berkas sangat mempengaruhi kualitas pelayanan
terhadap proses pelayanan jasa yang diberikan, dalam pelayanan dimaksud
sangat dibutuhkan kompetensi serta SDM petugas yang memberikan
pelayanan artinya bahwa pelayanan semakin handal pada Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tana Tidung, maka kualitas pelayanan yang diberikan
kemasyarakat akan semakin meningkat, dan sebaliknya apabila pegawai
kurang handal dalam memberikan pelayanan jasa terhadap pengguna jasa

maka kualitas pelayanan kemasyarakat akan turun.

Analisis desknptif kualitatif terhadap kehandalan (Realibility) pegawai
pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung, cukup begitu kompeten dalam
membenkan pelayanan jasa kepada masyarakat artinya bahwa masyarakat
pada saat tertentu dapat menyampaikan saran dan kritik terhadap pelayanan
yang dibenkan dalam menangani keluhan masyarakat serta daya tanggap
pegawai dalam melayani masyarakat dianggap sopan dan ramah juga telah
memenuhi harapan.

Hasil penelitian ini sesuai atau sejalan dengan pendapat Zeithaml,
Parasuraman & Berry (dalam Hardiansyah 201 1;46) yaitu untuk mengetahui
kualitas pelayanan yang secara nyata oleh konsumen harus memenuhi

beberapa indikator, salah satunya yaitu Reliabelity (kehandalan).

c. Pengaruh ketanggapan petugas (Responsiviness) terhadap kualitas

pelayanan izin dan non izin pada masyarakat.

Berdasarkan basil penelitian lapangan yaite wawancara dan observasi

dilapangan terbadap saudara Thomas, bahwa ketanggapan serta
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kesanggupan untuk membantu dan menyediakan layanan secara cepat dan
tepat dari petugas terhadap pengpuna layanan sangat mempengaruhi
kualitas pelayanan yang diberikan yaitu terhadap permohonan masuk
khususnya Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung terkesan lamban
dalam merespon suatu keluhan dimasyarakat apabila terkendala izin yang
dimohonkan, apa lagi satu permohonan yang dimohonkan terkesan berbelit
— belit dimana pemohon juga harus berurusan kedinas lain yang terkesan

permohonan izin dan non izin tidak terpadu satu pintu.

Analisis  deskriptif kualitatif terhadap ketanggapan petugas
(Responsiviness) pegawai pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung,
yaitu cukup cepat dalam menanganm keluhan atau pelayanan pengguna jasa
layanan, tetapi apabila pelayanan terkait advis teknis itu yang menjadikan
petugas kurang tanggap dikarenakan harus koordinasi dulu dengan dimas
teknis terkait yang sampai saat ini tidak menjadi satu pada pelayanan
terpadu satu pintu.

Hasil peneliian ini tidak sejalan dengan pendapat Zeithaml,
Parasuraman & Berry (dalam Hardiansyah 2011;46) yaitu untuk mengetahui
kualitas pelayanan yang secara nyata oleh konsumen harus memenuhi
beberapa indikator, salab satunya yaitu Responsiviness (ketanggapan
petugas).

d. Pengaruh adanya jaminan dalam meyakinkan kepercayaan pengguna jasa
layanan (Assurance) terhadap kualitas pelayanan izin dan non izin pada

masyarakat,

Berdasarkan hasil penelittan wawancara dan observasi terhadap
saudara Thomas, bahwa jaminan kepastian biaya dan kepastian tepat waktu
dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan memang ada termuat didaiam
peraturan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu namun terkesan mahal dan tidak tepat waktu
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seperti yang ada dalam aturan sehingga pengguna jasa layanan tidak merasa
adanya jaminan kepuasan terhadap izin dan non izin yang mereka

mohonkan.

Analisis deskriptif kualitatif terhadap jaminan dalam meyakinkan
kepercayaan pengguna jasa layanan (Assurance) pada Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu
tidak memadai pada proses penandatanganan izin dan non izin tidak dapat
memastikan waktu selesainya permohonan karena menggunakan sistem
prosedur tetap (Protap) mulai dari plt kepala dinas hingga sekretaris daerah
kemudian penandatanganan bupati.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat Zeithaml,
Parasuraman & Berry (dalam Hardiansyah 2011;46) yaitu untuk mengetahui
kualitas pelayanan yang secara nyata oleh konsumen harus memenuhi
beberapa indikator, salah satunya yaitu Responsiviness (ketanggapan
petugas).

e. Pengaruh empati (Emphaty) terhadap kualitas pelayanan izin dan non izin
pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap saudara Angga,
bahwa sikap tegas dan perhatian terhadap pengguna jasa layanan sangat
mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan
yaitu sikap ramah, sopan santun dan tidak diskriminatif serta melayani dan

menghargai setiap pengguna jasa layanan,

Analisis diskriptif kualitatif terhadap empati (Emphaty) yang diberikan
oleh petugas Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung yaitu sopan dan
ramah terhadap pengguna jasa layanan yang mengajukan permohonan izin

dan non izin sehingga pengguna jasa layanan nyaman dan merasa dihargai.

Hasil penelitian ini sesuai atau sejalan dengan pendapat Zeithaml,
Parasuraman & Berry (dalam Hardiansyah 201 1;46) yaitu untuk mengetahw
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kualitas pelayanan yang secara nyata oleh konsumen harus memenuhi

beberapa indikator, salah satunya yaitu Emphaty (Empati).

4, Usaha Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dalam Memperbaiki Kualitas Pelayanan.

Dinas penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi dan pelayanan
terpadu satu pintu Kabupaten Tana Tidung dari mulai dibentuk tahun 2009
sampai dengan saat ini ingin membenkan pelayanan yang baik dan
memuaskan bagi masyarakat, untuk itu banyak usaha - usaha yang
dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu walaupun tidak mendapatkan hasi! yang
maksimal disebabkan berbagai macam faktor, namun usaha dimaksud tetap
dilakukan karena merupakan salah satu visi — misi pemerintah daerah, selain
itu juga merupakan program pemerintah pusat yang ingin melakukan
reformasi birokrasi 1zin dan non izin yang tenindikasi susah dan berbelit —
belit. Untuk mendukung upaya reforinasi birokrasi yang dilakukan
pemerintah pusat maka pemerintah Kabupten Tana Tidung melalui Dinas
penanaman modal, tenaga kerja, transmigrast dan pelayanan terpadu satu
pintu secara bertahap telah melakukan reformasi birokrasi dimaksud dengan
berbagai cara khususnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan izin dan

non izin, upaya tersebut adalah sebagai benkut :

1. Mendelegasikan izin dan non izin dalam satu tempat (One Stop Service)

yaitu di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Membuat maklumat pelayanan;
3. Membuat kode etik pelayanan;

4. Membuat media informasi pelayanan (Website, Monitor persyaratan

dan biaya); dan
5. Media perizinan dan non perizinan online.

5. Tingkat Kepuasan Masyarakat.
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Berdasarkan penilaian responden tentang tingkat kepuasan pemohon
izin dan non izin pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kahupaten Tana Tidung,
sebagian besar pemohon menyatakan cukup memuaskan terhadap
pelayanan yang diberikan diluar waktu penyelesaian izin dan non izin yang
cukup memakan waktu lama. Namun dari sisi administrasi persyaratan
hingga proses pencetakan izin dan non izin serta pelayanan yang diberikan
tidak menjadi keluhan bagi pemohon atau responden, dan sikap petugas
dalam melayani setiap permohonan selalu dianggap ramah dan sopan
sehingga menjadikan pemohon merasa sangat dihargai serta pemohon
merasa nyaman untuk mengurus segala sesuatu persyaratan yang berkaitan
dengan izin dan non izin yang dimohonkan. Selanjutnya juga tidak
tersedianya ruang pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan
keluhan yang merasa tidak puas dengan pelayanan jasa yang diberikan oleh
petugas loket.

(. Pembahasan,

Tolak ukur dari penilaian kualitas pelayanan adalah faktor umur sangat
mempengaruhi kemudian tempat atau suasana dalam melakukan penilaian
oleh responden karena tempat atau suasana yang terbuka apalagi yang
langsung berhadapan dengan pihak pemberi layanan secara mental
responden yang memberi pemlaian agak takut atau was — was apabila dia
menilal buruk, maka berpikir akan dipersulit pada saat responden ingin
mengurus izin yang lainnya, kalau dari faktor umur seseorang cenderung
menerapkan pengalamannya semakin tua umur seseorang semakin banyak
pengalamannya sehingga pengalaman terdahulu dijadikan sehagai
pemecahan permasalahan yang dihadapi untuk dijadikan saran serta
masukan pada pihak pemberi layanan.

Responden atau pemohon menilai kualitas pelayanan yang diberikan,
banyak mengeluhkan lambatnya proses penerbitan izin dan non izin yang
tidak sesuai dengan SOP waktu atau akurasi yang ditetapkan kemudian
mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran retribusi izin yaitu
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IMB untuk usaha, ketersediaan sumber daya manusia yang melayani serta
ruang mengantri yang tidak memadai terlebih lagi nomor antri terkadang
tidak dijalankan oleh pemberi layanan. Dapat dilihat dar tabel diatas
diuraikan, sebagai berikut :

¢ Kualitas pelayanan izin dan non izin

Dilihat dart tabel B.1.e, bahwa perbandingan kualitas pelayanan
berdasarkan penilaian kepuasan pengguna layanan atau yang mengurus
izin dan non izin pada Dinas penanaman modal, tenaga kerja,
transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan jumlah nilai
dan persentase tertinggi, adalah : (1) Merasa senang dan puas dengan
fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan yaitu sebanyak 25 orang
yang merasa puas dengan persentase 89,2%, sedangkan sebanyak 3
orang merasa tidak puas atas fasilitas sarana dan prasarana yang ada
dengan perseniase 10,8%, (2) merasa mudah dan puas dengan
persyaratan yang diberikan dalam kepengurusan izin dan non izin yaitu
sebanyak 24 orang mecrasa puas dengan persentase scbesar 85,8%,
sedangkan yang merasa sangat puas sebanyak 4 dengan persentase
sebesar 14,2%, (3) merasa senang atas biaya atau retribusi yang
diberikan yaitu sebanyak 21 orang merasa tidak puas atas biaya
retribusi yang dikeluarkan dengan persentase sebesar 75%, sedangkan
yang merasa sangat tidak puas sebanyak 4 orang dengan persentase
14,2% dan merasa puas sebanyak 3 orang dengan persentase 10,8%, (4)
merasa puaskah dengan sikap yang diberikan penerima permohonan
(Front Office) yaitu sebanyak 20 orang merasa puas atas sikap penerima
berkas permohonan (front office) dengan persentase 71,4%, sedangkan
yang merasa sangat puas sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar
28,6%, dan (5) merasa puas atas waktu penyelesaian izin dan non izin
yang diberikan, yaitu sebanyak 14 orang merasa tidak puas dengan
persentase 50%, sedangkan merasa puas sebanyak 10 orang dengan
persentase 35,8% dan yang merasa sangat tidak puas sebanyak 4 orang

dengan persentase 14,2%.
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Dengan demikian dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk
mendukung proses pelayanan izin dan non izin karena memperoleh
nilai tertinggi dengan 25 orang yang merasa puas, scdangkan nilai
kepuasan masyarakat atas waktu penyelesaian dan biaya retribusi harus
diperbaiki karena masing — masing memperoleh nilai yaitu sebanyak 21
orang merasa tidak puas atas biaya retnbusi dan sebanyak 14 orang

merasa tidak puas terhadap waktu penyelesaian izin dan non izin.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pelayanan izin dan non izin pada Dinas
Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Tana Tidung :

1. Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 137/300/K-X1/2017
tentang SOP Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung
berdasarkan konsep Parasuraman & Berry :

e Tangible (berwujud) yaitu kualitas pelayanan diukur dan sarana dan
prasarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu,
tempat informasi dimana sctiap indikator dimaksud sebagian ada yang
tidak tersedia seperti ruang khusus pengaduan, tempat informasi yang
menjadi satu dengan proses pelayanan berkas administrasi serta
kurangnya penggunaan alat bantu pelayanan seperti nomor antrian.

e Realibility (kehandalan) yaitu kemampuan petugas untuk
menyediakan pelayanan yang terpercaya dimana setiap indikatornya
terpenuhi yaitu petugas atau aparatur dapat melakukan pelayanan yang
baik, memiliki standar pelayanan yang jelas serta kecermatan petugas
dalam melayani.

¢ Responsiviness (ketanggapan) yaitu kesanggupan untuk membantu
dan meyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta langpap

terhadap keinginan konsumen dimana indikatornya mersepon cepat
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dari segi penerimaan berkas, tepat dan cermat dalam pelayanan serta
merespon keluhan penerima layanan.

e Assurance (jaminan) yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan
santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen dengan
SOP pelayanan yang memuat adanya jaminan standar waktu,
kepastian biaya dimana jaminan tersebut tidak  dapat
diimplementasikan secara baik yang dapat menimbulkan persepsi
masyarakat bahwa jaminan pelayanan dalam SOP merupakan bukan
jaminan legalitas pelayanan yang diberikan.

» Emphaty (empati) yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dan
pegawai terhadap konsumen dimana indikatornya mendahulukan
kepentingan umum, petugas ramah dalam melayani penerima layanan.
Sebagian tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 137/300/K-
X1/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
terutama dari segi akurasi waktu dan kesesuaian antara persyaratan
dengan jenis izin dan non izin yang dilayani. Kemudian ruang
pelayanan yang tidak memadai, tidak tersedianya loket atau ruang
khusus pengaduan serta kurangnya SDM yang melayani baik dan segi
jumlah maupun kemampuan melayani dengan baik.

2. Faktor — faktor pendukung dalam implementasi surat keputusan standar
operasional prosedur yaitu sarana dan prasarana yang cukup niemadai
dalam proses memberikan pelayanan, sedangkan faktor — faktor

penghambat dalam implementasi surat keputusan standar operasional
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prosedur yaitu proses waktu penyelesaian izin dan non izin dimana tidak
akan tercapai apabila kepala organisasi perangkat daerah tidak definitif
yang bukan merupakan kewenangan dinas untuk menandatangani izin
dan non izin serta biaya retribusi yang sudah ditetapkan dalam peraturan

daerah.

B. SARAN

1. Internal Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

Bagi bidang pelayanan terpadu satu pintu agar lebih mengupayakan serta
meningkatkan pemberian Jayanan yang berkualitas guna memenuht kepuasan
pemohon izin dan non izin yang pastinya didukung oleh sumber daya manusia
(SDM) yang kompeten serta memberikan jaminan pelayanan sesuai legalitas
SOP yang ada terutama dari kepastian waktu penyelesaian izin dan non izin

serta kepastian biaya.

2. Masyarakat.

Agar ketepatan dan kecepatan pelayanan ditingkatkan, mempercepat waktu
penerbitan izin dan non izin dan perlu memangkas persyaratan yang begitu
banyak serta perlu perbaikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi

kenyamanan lingkungan dan biaya yang tepangkau.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43768.pdf

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku
Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gaya Media

Kasmir. (2005). Etika customer service. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo persada

Ratminto & Atik Septi Winarsth. (2016). Manajemen Pelayanan. Jakarta: Pustaka Pelajar,
Tangkilisan, Heser Nogi S. (2005). Manajemen Publik, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo

Adran Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,. Jakarka: Petrus
Soerjowinoto, dkk, 2006, Buku Panduan Penulisan Karya Hukum,.

Roth, Gabriel Joseph.1926. The Privat Provision of Public Service in Developing Country,
Oxford University Press, Washington DC.

Noeng Mubhadjir. {(1996). Metode Penelitian Kualitatif, Edisi I[II. Yogyakarta: Penerbit Pilar
Media.

Nana Syaodih Sukmadinata. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja
Rosda Karya.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Penerbit
Alfabeta.

Sanafiah Faisal, (1990). Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasinya. Malang:
Yayasan Asih Asah Asuh.

Suharsimi Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Penerbit PT. Rineka Cipta.

Sugiono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R
&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

2. Buku, kelompok penulis, dan institusi pemerintah sebagai penerbit.

Sri Suwitri, Ida Hayu Dwimawanti dan Hardi Warsono. {2016). Teori Administrasi.
Tanggerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, Hal. 3.3 — 3.5

Undang — undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8! Tahun 1993 tentang
Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43768.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat

3. Dokumen dani internet, halaman web.

Roth., Gabriel joseph. (1926:1) The privat provision of public service in developing country,
Oxford university press, Washington DC. Diambil 12 mei 2018
https://www kajian pustaka.com/2013/01/pelayanan publik

Unsur — unsur perijinan. Diambil 12 mei 2018
https://www.suduthukum.com/2017/03/aspek vuridis -dan- unsur - unsur-perizinan.

Benyvamin Hoesein., Vincent Lemius. (2016) Pengertian otonomi daerah. Diambil 12 mei
2018,
www.markijar.com/2016/06/12,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43768.pdf

Kuisioner Penelitian

. Tangible (berwujud) : kualitas pelayanan dari semua sarana fisik perkantoran

¢ Apakah dinas memiliki ruang tunggu yang aman dan nyaman ?

. Realibility (kehandalan) : kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan

yang terpercaya

» Apakah petugas mampu dan jelas dalam memberikan pelayanan informasi izin dan non
izin 7

. Responciviness (ketanggapan) : kesanggupan untuk membantu dan menyediakan

pelayanan secara tepat dan cepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.

» Apakah petugas cepat dalam membernkan pelayanan terhadap pemohon ?

. Assurance (jaminan) : kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam

menyakinkan kepercayaan konsumen.

+ Apakah penerbitan izin dan non izin yang dimohonkan memenuhi standar waktu yang
ditetapkan ?

. Emphaty (empati) : sikap tegas tapi penuh perbatian dari pegawai terhadap konsumen.

e Apakah petugas ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan ?
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KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PADA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA TRANSMIGRASI &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB.TANA TIDUNG

Tanggal Survey : Jam Survey :
PROFIL RESPONDEN
Jenis Kelamin : l:l L l:lP Usia  :veeveernnne
Pendidikan : |_]sD | Jsmp [ | Ldsma st [ lso
Pekefjaan  : |__JPNS |_ITNI | JPOLRI | |SWASTA [__|WIRAUSAHA
L LAINNYA. oo (scbutkan)
Jenis Layanan yang diterima : ( misal IMB,SITU,SIUP, dll )

Pertanyaan pada Responden

Jawablah dengan memberi tanda (x) pada pilihan anda, dibawah ini :

1. Merasa mudah dan puas dengan persyaratan yang diberikan dalam pengurusan izin dan
non izin ?

s} ] e[ s
2. Mermsa senang dan puas dengan fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan?

STP D TP D P D SP [:!

3. Merasa puaskah dengan sikap yang diberikan penerima permohonan (Front bfﬁce)?
STP D TP D P D SP D

4. Merasa senang dan puas atas biaya atau retribusi yang diberikan?

STPD TPD PE SPD

5. Puaskah atas waktu penyelesaian izin dan non izin yang diberikan?

stre( ] e[ ] P[] se[]

Keterangan :

STP = Sangat Tidak Puas
TP = Tidak Puas

P = Puas

SP  =Sangat Puas
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